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Revisi UU Omnibus Law Keuangan Mulai Dibahas

JAKARTA, KOMPAS = Pemerintih
bersama Dewan Perwakilan
Fakyal mulai membahas revisi
ondang-undang  onvais law
kevangan  slias  Undang-Un-
darg Nomor 3 Tobwen 224 len
tang Pengembengan dan Pe-
nguatan Scklor  Keuangan
Pembihasin ini ditandai de-
ngin pembentukan panitia ker

ja dan penyerahan daftar in-

ventarisas masalah

Ketua Komisi X1 DPR Mu-
khamad  Misbakhun mengata
bean, revisi undang-andang ini
merupiakan skl dari Kemisi
W1 sehagai Andak Banjut hasil uji
matert Muhkamah  Konsltus
(MEY atas U1 Mo 472028 ren-
lang Peogembeiogan dan Fe-
nguatan Sektar Keuangan
(P25K). " Industn kevangan kit
periu dizhar febib kuat lagi da-
lam undangundang” latanya
senni Rapat Revja RKomwisi X1
[P dengan pemerintah di Ge-
dung Parlemen, Jakarta. Babu
{4727°2020),

HBerdasarkan sgenda, Komisi
Kl DPL capal kerja Dersama
peraerintih mengenai pemli-
cumman Lingkat 1 pembahasn
RLUTT temtang Perubahan atas
UL P2sK. Hapal ini meliputi
pendelasan  dari pemerintah
fentang perubahan LU PUSK
dan pembentukan panitia kerja
{paryjad, Unsur pemerintah vang
ikul pertemuan tersebut me-
liprti Menteri Kevangan, Men-
tert Pendgyagunaan Aparatur
Megara dan Refarmasi Rivokia-

s, Menteri Sekretaris Nepara,
septa Menteri Hukm, Ropat
juga dibadiri sleh Dewan Per-
wakilan Dacrab (D00 K

"Kita  imgin - membabisnva
dengan baik, hati-hati, bisa ce
pat, teliti. obyektil, sesuai de-
ngan kelrutuhan, dan tentunya
it kan semuanya sudah ada di
DIM ddaftar invenlarisis ma
galah). Mah, ity nanti akan kita
T Betwamsaima, Pomerin-
tah mau cepat, kita garap ce-
pral,” Duturnyie

Dralamy papal, Menteri Ke-
uangan Poarbaya Yudbi Sadewa
menyampaikan,  Undang-17n-
dang P25k telah meladw me
leamisme uji materi di ME. Ta-
Lugan vany dihasilkan membe-
rikan sejumilah penegazam, k-
susnyva berkat pengaturan ke
werangan dan mekanisme tata
belula di sektor keuangan.

Hazil uji wiakeri tersehiul mie-
liputi: perubabon mekanisme
rencana  kerja dan anggaran
Lembaga Penjoamin Simparar
(LIS dan kewenangan penyi-
dik di luar CHoritas Jasa Ke
vangan {OJE} dalam tindak pi-
lama di sekter jasa Keuangan,

"Dengan demikian. diperlu-
Lan prrubahan UL P2SK agar
pengaturannya selaras dengan
arah dan semungat  pulusan
Mahkamah Konstitusi melalui
pengusulan FUL kurmulatif ter
huka” kata Purbays

Merrut dia, perubalon ter-
sebut sebagai langksh strategis
mntuk menjags kesinambingan

kebijakan, memberikan kepas-
fiat hukui, serta metperkuat
kejelasan pembagian peran dan
Fewenangan antarfembaga di
sektor keuangan,

Didaer: hal i, pemcrintah

bersama Bank Indonesia (BID,
Ok dan LPS telah meesbahae
RUIT perubahan [T P2EE se-
Baggad  usulan dai DPI
Pembushazan  tersebut  telah
mencalisp Kensultass  pulblil
vang melihathan  asosizsl in-
dustrl, akademisl, dan masya
Takat.
"Seklor keuarngan harus di
dimong sebagai mesin pertum-
buhain yang mampu-mengalic
kan pembisyaan ke sekbor pro-
duktil demfin munsjemen ri-
sk vang solid,” njarmya,

Amanat konstitusi

Dialum BUL P2SE, salah satu
oty resnil pang divisnlkan kalah
poenaimibahas mandak B untuk
ikut menciptakan lapangan ker-
Jou Perubahan ini menjadi se
miban  karena  dikhawatickan
MCIEEREEL independensi
hank sentral.

Menurat Misbalbuin, usulan
itu mengadopsi praktik erhaik
yang Lelah dijalankan vleh buank
sentral  di dunia,  termasuk
Amerika Serkat, Federal Be
serve (The Fed) Meski diberi
mandat watul mendorong per-
tumbuban dan menciplakan la-
pangan kerja bank-bank sen-
tral tersebut tetap independen.

"Hank Indenesia ini adalah

hank sentral Republik 1ndone-
sia, Di baaeus tundul pada koe-
stitusi Hepublik Indonesia. i
it negara kesejalteraan it
harus divojudkan. Kesejshle-
et o bisa dicapad kalan eko
nomi kita tunduk.” katanya.

Dihubungi  secara Lerpisaby,
(i Resar Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universites  Indo
nesin Telisa Auwlia Falianty ber-
pendapal, semakin banyak tu
pas-tuges vang  diherikan ke-
prackian BL eduen teotu akan efvk
tif dikerjakan. Apalagi, kehijak-
an moneler memiiki jalur
transmisi vang  jauh  dengan
seklor el

la merinct, mandat fmnhah-
an mula diberikan kepada Bl
sejak kelahivan TAT Chnihues
Law Seklor Kevangun, L sana,
migas Bl hukam bamya sehatas
menjaga stabilitas sektor ke-
nangan, melainkan juga men-
dorung perfumbuban ekonomi
yang berkelanjutan. Kini. di-
Fammbah Ingl peneiptaan Lipang-
an kerja.

"Jadi, pida adhirnya, tugas Bl
menung semakin banvak. Ma-
dahal, semakin ke sektor il
kuasa kehijakan moneter akan
semikin keedl kirena i sektor
riil banyak dipengaruhi bukan
hanga oleh faktor moneter”
Ljarnya.

Bevlacs dard praktik banl
sentral  dunia.  kebanyakan
negara bidak hamyak memhe-
rikan tarndet kepada  oloritas
NS e AT L
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